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BI'PATI ITATUNA.

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor

18 Tahun 2$fi tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pengahrran

tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif

Pirnpinan dan Anggota Dewan Perurakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Natuna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana

dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan

Daerah tentang Hak Keuangan Dan Adrninistratif

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Natuna.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat:



2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999

Nornor 181, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902)6 sebagaiman

telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nornor 34 Tahun 2OO8 tentang

penrbahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karirnun,

I(abupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor LO7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulaualr Riau (knnbararl

Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor a237li

Undang-Undang Nonror 12 Tahun 2A1.1 tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 523a1;

Undang-undang Nomor 17 Tahr"ln 2Al4 tentang

Majelis Permusyawaratan Ralqyat, Dewan

Perwakilan Rak5rat, Deuran Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A1,4 Nornor

3.

4.

5.



6.

L82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 55681;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pernerintahan Daerah (kmbar,an Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Repubtrik Indonesia Nornor 56791;

Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2Afi
tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2U-17

Nomor 106 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pernbentukan Produk Hukun
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKII.,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

NATUNA.

7.

8.

Menetapkan:



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;

2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Natuna;

3. Br.lpati adalah Bupati Natuna;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Natuna, yffig selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Penrakilan Ralqyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pernerintahan Daerah di Kabupaten

Natuna;

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang

memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Natunasesuai dengan ketentuan

peraturan pertrndang-undangan;

6. Anggota DPRD adatrah pejabat daerah yang

memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten

Natuna sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda

atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda

Kabupaten Natuna;

8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD

Kabupaten Natuna;

9. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang

memimpin Sekretariat DPRD Natuna;

10. Uang Representasi adalah u€u1g yang diberikan

setiap butran kepada Pimpinan dan Angota DPRD

sehubungan dengan kedudukannya sebagai

Pimpinan dan anggota DPRD;

1 1. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap

bulan kepada Piurpinan dan Anggota DPRD dalam

menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRD;



L2. Dana Operasional adalah uang yang diberikan

setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua

DPRD untuk menunjang kegiatan operasional

yang berkaitan dengan representasi, pelayanan,

dan kebutuhan lain guna melancarkan

pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua

DPRD sehari-hari;

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan

setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD;

Ttrnjangan Jabatan adalah uang yang diberikan

setrap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

karena kedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua

dan Anggota DPRD;

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang

diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kinerja

Pimpinan dan Anggota DPRD;

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang

disediakan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD

berupa jarninan kesehatan, jaminan kecelakaan

kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan

atribut, rurnah negara dan perlengkapannya,

kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga,

tunjangan transportasi;

Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

yang tidak mendapatkan rumah negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

selanjutnya disebut APBD adalah renc€ula

keuangan tahunan pernerintah daerah yang

mendapat persetujuan bersama oleh dewan

perwakilan ralqyat. daerah darl ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



BAB II

PENGHASII,AN, TUNJANGAN KESRIAHTERAAN, DAN

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri

atas :

a. uang representasi;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan beras;

d. uang paket;

e. tunjangan jabatan;

f. tunjangan alat kelengkapan; dan

g" tunjangan alat kelengkapan lain.

(21 Selain Penghasilan sebagainlana dirnaksud pada

ayat (U Pimpinan dan Anggota DPRD juga

mendapatkan tuajangan lainnya, antara lain:

a. Tunjangan Kornunikasi Intensif; dan

b. tunjangan reses,

(3) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(X) dan ayat {21 rnenjadi beban APBD dan

dilakukan sesuai dengan ketentuan perattlran

perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Uang Representasi sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap br:tran

kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD.

{21 Besaran Uang Representasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ketua

DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.



(31

t4)

(s)

(1)

(21

Besaran Uang Representasi sehgaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wakil

ketua DPRD sebesar 80o/o (delapan puluh persen)

dari uang representasi ketua DPRD.

Besaran Uang Representasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota

DPRD sebesar 75olo (tujuh puluh lima persen) dari

uang representasi ketua DPRD.

Pernberian uang Representasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (U dilakukan pada bulan

berikutnya setelah pengesahan keanggotaan

DPRD sampai dengan selesainya rnasa bakti.

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

hurtrf b dan Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan

setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan ketruarga dan tunjangan beras bag

Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama

dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras

bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan

ketentuan peraturan prundang-undangan.

Pemberian hrnjangan keluarga dan tunjangan

beras sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada bulan berikutnya setetrah

pengesahan keanggotaan DPRD sarnpai dengan

selesainya rnasa bakti.

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada

Pirnpinan dan Anggota DPRD sebesar LOo/o

(sepuluh persen) dari uang representasi yang

bersangkutan.

(3)

(1)



(21

(1)

{21

Pemberian Uang Paket sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya,

setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai

dengan selesainya masa bakti.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan

kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD sebesar

l45a/o (seratus empat putruh lirna persen) dari uang

representasi yang bersangkutan.

Pernberian Tunjangan Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat tl) dilakukan pada bulan

berikutnya setelah pengesahan keanggotaan

DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.

Pasal 7

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat

kelengkapan lain sebagaimana dirnaksud dalarn

Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (1) huruf
g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD yang duduk dalam badan

musyawarah, kornisi, badan anggaran, badan

pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat

kelengkapan lain.

Tunjangan ala.t kelengkapan dan tunjangan alat

kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan,

untuk jabatan:

a. ketua, sebesar 7,5o/o (ttrjuh koma lima persen);

b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);

c. sekretaris, sebesar 4a/a (empat persen); dan

d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);

dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

(U

{2t



(3) T\rajangan dat kelengfuapan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diberikan

selama alat kelengkapan lain terbentuk dan

rnelaksanakan tugas.

(4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa

Panitia Khusus, dengan ketentuan:

a. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu)

bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan y2

(setengah) bulan berikutnya diberikan

tunjangan sebesar 1 {satu) bulan tunjangan

alat kelengkapan;

b. masa bakti lebih dari I Yz (satu setengan)

bulan sampai dengan dengan 2 bulan

diberikan tunjangan sebesar 2 (satu) bulan

tunjangan alat kelengkapan;

c. selanjr-ltnya sarnpai dengan berakhir:nya tugas

alat kelengkapan lain yang dimaksud;

Pasal 8

Tunjangan l(omunikasi Intensif sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan

setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada

Pirnpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan secara lumpsum

setiap metraksanakan reses kepada Pirnpinan dan

Anggota DPRD.

Selain Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud

dalarn ayat (2ljuga disediakan belanja penunjang

reses yang dibayarkan oleh pernegang

kas/bendahara sekretariat DPRD kepada pihak

ketiga antara lain konsumsi rapat, spanduk, ATK,

dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi wilayah

tempat kegiatan dilaksnakan, sedangkan kepada

(1)

{\21

(3)



Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang

perjalanan dinas.

(4) Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan

reses diberikan sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

(5) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan

hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum

daerah dikurangi dengan betranja pegawai aparatur

sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga)

kelornpok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

t6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan

keuangan daerah sebagainnana dimaksud pada

ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri

Dalam Negari.

{71 Pemberian Tuniangan Komunikasi Intensif dan

Tunjangan Reses sebagairnana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk
kelompok kemarnpuan keuangan daerah:

a. tingg, paling banyak 7 {tujuh} kali;

b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;

dari uang representasi kehra DPRD.

(8) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan

Tunjangan Reses dimaksud pada ayat (5) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

(1) trnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota

DPRD terdiri atas:

a. jaminan kesehatan;

b. janninan kecelakaan kerja;



{2)

c. jaminan kematian; dan

d. pakaian dinas dan atribut.

Selain Ttrnjangan Kesejahteraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD

disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya;

b. kendaraan dinas jabatan; dan

c. belanja rumah tangga.

Selain Tunjangan Kesejahtera€ul sebagaimarta

dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat

disediakan TLrnjangan Kesejahteraan berupa:

a. nlrnah negara dan perlengkapannya; dan

b. tunjangan transportasi.

Pasal 10

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (U huruf a diberikan dalam bentuk

iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat ('1) juga termasuk istri dan anak sesuai

dengan ketentuan peratr.lran perundang-

undangan.

Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaks,ud

pada ayat (U, Pimpinan dan Anggota DPRD

disediakan perneriksaan kesehatan yang

berfujuan r-lntuk urengetahui status kesehatan di

luar cakupan petrayanan kesehatan yang diberikan

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan sebagairnana dimaksud

pada ayat (3| dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1

(satu} tahun dan ditralmkan di dalarn negeri serta

tidak termasr.lk istri dan anak.

(3)

(1)

(21

(3)

(4)



(5) Pemeriks€uraan kesehatan sebagainnana dimaksud

pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja

Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Pasal Ll
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b
dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan

kecelakaan kerja dan jaminan kernatian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota

DPRD sglagaimana dirnaksud dalam Pasatr 9 ayat

(1) huruf d terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang

dalam 1 (satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang

dalam 1 (satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua)

pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan

disediakan 1 (satu) pasang dalam

tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas

disediakan 1 (satu) pasang datrarn

panjang

1 (satu)

daerah

I (satu)

tahun.

(21 Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) disediakan dengan

rnernpertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas,

dan kepatutan.



(3)

(1)

{21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas

dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD diatur

dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengkapannya serta

kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (21

huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai

standar berdasarkan ketentuan perattrran

perundang-undangan.

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana

dirnaksud datram Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat

disediakan bagr Anggota DPRD sesuai standar

berdasarkan ketentuan peraturan penrndang-

undangan.

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya

serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah

negara dan perlengkapannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilakulkan sesuai dengan

ketentuan peraturan pen rndang-undangan.

Perneliharaan rumah negara dan perlengkapannya

serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) dan perneliharaan rr.lrnah

negara dan perlengkap€Lnnya sebagainnana

dimaksud pada ayat l2l dibebankan pada APBD.

Perneliharaan rumah Negara dan perlengkapannya

sebagairnana dimaksud pada ayat. (41 seperti

pembayaran listrik, air, perbaikan rusak ringan

bangunan runrah dan perkarangan serta

perbaikan kerusakan ringan perlengkapan rumah.

Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti

(3)

(4)

(s)

(6)



penyediaan bahan bakar minyak, pengantian suku

cadang dan perbaikan rtrsak ringan kendaraan

(71 Belanja pemeliharaan rumah Negara

perlengkapa.nnya serta kendaraan dinas

sebagaimana dimaksr.rd ayat (5) dan ayat (6)

dianggarkan dalam prograrn dan kegiatan

Sekretariat DPRD.

t8) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir

masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya

serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembatrikan

dalan keadaan baik kepada pemerintah dearah

paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti

atau berakhirnya masa bat<ti.

(9) Dalam hal Pirnpinan DPRD yang disediakan

rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau

atau berakhirnya masa bakti.rumah negara dan

perlengkapan wajib dikernbalikan datrarn keadaan

baik kepada Pernerintah Daerah paling lambat 1

(satu) bulan se.jak tanggal berhenti atau

berakhirnya rnasa bakti.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara

pengembalian rumah negara dan perlengkapannya

serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 14

Rumah negara dan perlengkapannya serta

kendaraan dinas jabatan yang disediakan

sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 13 tidak

dapat disewa betrikan, diguna usahakan, dipindah

tangankan, danf atau diubah status hukurnnya.

Struktur dan bentuk bangunan rumah negara

yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(U tidak dapat diubah.

(U

(2)



(1)

Pasal 15

Dalam hal Pemerintah Daerah belurn dapat

menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas

jabatan bagr Pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang

bersangkutan diberikan tunjangan perurnahan

dan tunjangan transportasi.

Dalam hal Pernerintah Daerah belum dapat

menyediakan rurnah negara bagi Anggota DPRD

sebagairnana dinraksud dala,m Pasal 13, kepada

yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan

pemrnahan.

Tunjangan perurnahan dan tunjangan

transportasi bag Pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai

tanggal pengucap€Ln surnpah/janji yang

dibayarkan pada bulan berikutnya.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat {2t dan tunjangan transportasi bagr

Anggota DPRD sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan

dibayarkan setiap bulan terhitr-lng mulai tanggal

pengucapan sumpah /janji.
Pernbayaran tr.lnjangan perumahan dan tunjangan

transportasi kepada Pimpinan dan/atau Anggota

DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap

bulan terhitung mulai tanggal pengucapan

sumpah/janji yang dibayarkan pada bula:r

berikutnya.

Bagi suarni dan/atau istri yang menduduki

jabatan sebagai Pirnpinan dan/atau Anggota

DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan

salah satu tunjangan perumahan.

{21

(3)

(4)

(s)

(6)



n Bag Pimpinan dan Angiota DPRD yang suami

atau istrinya menjabat sebagai kepala

daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang

s€ura tidak diberikan tunjangan perlmahan.

(8) Bagr Pirnpinan danlatau Anggota DPRD yang

diberhentikan sementara tidak diberikan

tunjangan perumahan dan tunjangan

transportasi.

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan

dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

serta tunjangan perumahan dan tunjangan

transportasi sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 15

tidak dapat diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota

DPRD secara bersarnaan.

Pasal 17

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan

asas kepaflrtan, kewajaran, rasionalitas, standar

harga setempat yang berlaku, dan standar luas

bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan

harus sesuai dengan standar satr.lan harga seiva

rumah yang berlaku untuk standar rumah negara

bagr Pirnpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk

meubeler, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Besaran tunjangan pertlntahan dan tlrnjangan

transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

disesuaikan dengan kondisi daerah berdasarkan

Standarisasi Satuan Harga (SSH) seternpat.

(1)

{21

(3)



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran

tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan

sesuai dengan standar satuan harga sewa

kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan

dinas jabatan, tidak tennasuk biaya perawatan

dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

{21 Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh

pernerintah daerah secara periodik minimal 1

(satu) kali dalarn 3 tahun.

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 15 memperhatikan asas

kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga

setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan

perahlran perund an g-undangan.

Ketentuan lebih lanjut rnengenai Besaran

tunjangan transportasi Pimpinan dan anggota

DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Belanja rrmah tangga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam

rangka menunjang pelaksanaan fungsi, dan

wewenang Pimpinan DPRD.

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (U digunakan untuk memenuhi

kebutuhan minimal rumah tangga dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah.

Kebutuhan rninirnal rtrmah tangga Pirnpinan

DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (21

(3)

(41

(1)

(2t

(3)
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dianggarkan dalam program dan

sekretariat DPRD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai

kebutuhan minimal rumah tangga

DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

kegiatan

standar

Pimpinan

Bagran Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2O

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal

dunia atau mengakhiri rnasa baktinya diberikan

uang jasa pengaMian.

(21 Besaran ua.ng jasa pengabdian sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa

bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan

ketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sarnpai dengan 1

(satu) tahun, diberikan uang jasa pengaMian

sebesar l, (satu) bulan uang representasi;

b. masa bat<ti sampai dengan 2 (dua) tahun,

diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2

(dua) bulan uang representasi;

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun,

diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3

(tiga) bulan uang representasi;

d. masa bal<ti sampai dengan 4 (empat) tahun,

diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4

(empat) bulan uang representasi; dan

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun,

diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5

(lima) bulan atau paling banyak 6 (enam)

bulan uang representasi.



(3) Dalam hal Pimpinan atau Angota DPRD

meninggal dunia, uang jasa pengabdian

sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 diberikan

kepada ahli warisnya.

Pembayaran u€rng jasa pengabdian dilakukan

setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan

hormat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalarn hal Pimpinan dan Anggota DPRD

diberhentikan dengan tidak hormat, tidak

diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IN

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 21

Belanja penr.mjang kegiatan DPRD disediakan

untuk mendukung kelancaran fi.r.ngsi, tugas, dan

u/e\renang DPRD berupa:

a. program, yang terdiri atas:

1, penyelenggaraan rapat;

2. kunjungan kerja;

3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan

Rancangan Perda;

4. peningkatan kapasitas dan

profesionalisrne surnber daya manusia di

lingkungan DPRD;

5. koordinasi dan konsultasi kegiatan

pemerintahan dan kemasyarakatan; dan

6. program lain sesuai dengan fungsi, tr.lgas,

dan wewenang DPRD;

b. dana operasional Pimpinan DPRD;

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli

alat kelengkapan DPRD;

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

(4)

(s)

(1)



e. belanja sekretariat fraksi.
(21 Belar{a penunjang kegiatan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Program sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf a diuraikan ke dalarn beberapa

kegiatan yang mencerrninkan fungsi, ttrgas, dan
wewenang DPRD.

{21 Kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

disusun ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD

dengan mempedomani agenda yang disusun oleh

masing-masing alat kelengkapan untuk I tahun
anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD

sesuai ketentuan peraturan penrndang-undangan.

(3) Kegiatan sebagaimana dfunaksud pada ayat (U,

difasilitasi oleh Sekretariat DPRD guna kelancaran

tugas DPRD dengan memperhatikan aspek

efektifitas dan selektifl, serta m.emperhatikan target
kinerja kegiatan tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut kegiatan Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan

dinas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, ayat (U huuf b
diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan

wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan

operasional yang berkaitan dengan representasi,

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan

pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua
DPRD sehari-hari.



(21 Dana operasional sebagaimana pada ayat (U

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 disusun

secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan

keuangan daerah :

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;

2. sedango paling banyak 4 (empat) kali; dan

3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;

dari uang representasi Ketua DPRD;

b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok

kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;

2. sedang, paling barryak 2,5 (dua koma

lima) kali; dan

3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma

lima) kali.

dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pemberian dana operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan

dengan ketentuan :

a. 8O% (detapan puluh persen) diberikan secara

sekaligus untuk semua biaya atau disebut

lumpsum; dan

b. 2oo/o (dua puluh persen) diberikan untuk
dukungan dana operasional lainnya.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah

pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana

dirnaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai

dengan akhir tahun anggarEm, sisa dana

dimaksud harus disetorkan ke rekening kas

(4t

(5)



(6)

(71

umum daerah paling lambat tanggatr 31 Desember

tahun €ulggaran berkenaan.

Dana operasional Pirnpinan DPRD tidak

digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok,

dan/atau golongan, dan penggunaannya harus

memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi,

dan akuntabilitas.

Ketentuan pelaksanaan dan pertanggungiawaban

pengunaan dana oprasional Pirmpinan DPRD

berpedoman pada Peraruran Menteri Dalam

Negeri.

Ketentuan lebih laajut mengenai dana oprasional

Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan

DPRD sebagaimana dinnaksud dalarn Pasal 2l ayat

(l) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar

atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam

disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD

sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul

anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat

kelengkapan DPRD.

(21 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat

kelengkapan DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan

DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan dengan keputusan

Sekretaris DPRD sesuai dengan kebuttlhan.

(4) Pembayaran kompensasi bagt kelormpok pakar

atau tirn ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan

(8)
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pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD

atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan

dengan harga satuan orzrng hari atau or€rng bulan.

(5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat

kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2O ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli

yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi

dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ihnu

tertentu yang mendukung tugas fraksi serta

diberikan kompensasi dengan memperhatikan

standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai

dengan kernarnpuan keuangan daerah.

(21 Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksr.rd pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris

DPRD.

(3) Ketentuan rnengenai besaran kornpensa.si tenaga

ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan

rnernperhatikan standar keahlian sesuai dengan

ketentuan peraturan pemndaag-undangan.

(4) Pengadaan tenaga ahfi fraksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(U Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2l ayat (1) huruf e dibiayai dari

anggar€m Sekretariat DPRD sesuai dengan

kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kernampuan

keuangan daerah.
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(21 Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan

sarana dan anggaran.

(3) Penyediaan sarana meliputi mang kerja pada

Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan

kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan

minum rapat fraksi yang diselenggarakan di

lingkungan Sekretariat DPRD dengan

mernperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan

kepatutan.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMIMSTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal27

(U Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa

pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

belanja penunjang kegiatan DPRD rnerupakan

anggaran belanja DPRD yang diforrnulasikan ke

dalam rencana kerja dan anggar€rn sekretariat

DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Y
BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(U Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan

sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tetap diberikan hak keuangan dan

administratif berupa uang representasi, uang

paket, tunjangan keluarga, hrnjangan beras,

jaminan kesehatan, dan jaminan kernatian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

{21 Dalarn hal Pimpinan DPRD berhalangan

sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan

diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh

pejabat yang ber"wenang sesuai dengan ketentuan

peraturar:. pemndang-undangan, pelaksana tugas

Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan

dan administratif yang dipersamakan dengan

Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung

mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 29

Pada saat Peratulran Daerah ini mulai berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2

Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,

Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna (

Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001

Nomor 2 );

b. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23

Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Natuna ( Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2A06 Nomor 231;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraflrran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal | 2L A2tLSttt s elT

Diundangkan di Ranai

pada tanggal : 3rl APL\.9IUS 2olT

SEIIREIIRISI DAERAII

KABI'PATEIT NATTIITA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNATAHUN 2OL7 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI

KEPULAUAN RIAU 2 / 70 / tu I f
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PENJEI,ASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR } TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DE\IIAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD Dan Kepala Daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang diberi mandat oleh ralryat untuk rnelaksanakan

rrusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. sebagai

salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD

diharapkan manrpu rnembawa nilai-nilai dernokratis dan

mempeduangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat ralqrat,

tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan

kredibilitas pimpinan dan anggota dprd. untuk menunjang hal

tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan pemerintah

daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak

saling mendominasi satu sama lain, peningkatan kerja sama secara

kelembagaan dilaksanakan metralui keseimbangan antara mengelola

dinarnika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas

pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan

pengelolaan pernerintahan daerah yang dilakukan dapat

memberikan manfaat secara signifikan bag peningkatan

kesejahteraarl rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya

pola keseirnbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu

ditunjang dengan kesejahtenaan yang memadai. pengaturan tentang

kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD,

selain unttrk rneningkatkan peran dan tanggung jawab lernbaga
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II.

perwakilan ralqyat daerah dalam rangka mengembangkan

kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah

dalam melaksanakan fungsi, trrgas, dan wewen€rng lembaga,

mengembangkan mekanisme keseimbangan antara dprd dan

pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas,

kinerja dprd, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Materi muatan peratrrran daerah ini juga menata sekretariat

fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi

oleh sekretariat DPRD. begitu pula dalam hal meningkatkan

kualitas kinerja alat kelengkapan dprd diatur pula mengenai

pembenhrkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan

DPRD.

PASAL DEMI PASAL

Pasal L

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "p4iaknya" adalah pajak atas

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan dengan nama dan dalarn benhrk apa pun yang

diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4

Ayat (1)

trn$angan keluarga diberikan dalam benttrk tunjangan

istri/suami dan hrnjangan anak kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang

sah berdasarkan ketenhran perahrran perundang-

r:ndangan.

Ayat (21

" Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukrp jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukrp jelas.

Pasal 1O

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jel,as.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang

berhrjuan unttrk mengetatrui statrrs kesehatan" adalah

medical check up.

Ayat (4)

Culimp jelas.

Ayat (5)

lorp jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mmah Negara dan

perlengkapannya" adalatr bangunan yang dimifiki

Pemerintah Daerah dan berfrrngsi sebagai tempat tinggat

atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta

menunjang pelaksanaan ttrgas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.
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Pasal 14

Culmp jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan

dan Anggota DPRD secara bersamaan" adalah bahwa jika telah

disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah

negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan

maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan

tunjangan transportasi, begihr pula sebalilorya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2O\_,
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai

pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang

saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan

DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain

menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang

ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan

kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan "pelayanan" arrtara lain untuk
pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung

kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil kettra DPRD.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk
mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari
jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan

koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah,

musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat,

menjadi juru bicara DPRD dan pernberian bantr.lan kepada

yang sifatnyamasyarakat/kelompok masyarakat

insidental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27

. 

Cukrp jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.
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